
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk 
setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) 
Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional, bupati melakukan penyesuaian 
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa; 

c. bahwa berdasar.can pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan 
Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe I epulauan 
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020. 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 2 
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
TAHUN ANGGARAN 2020 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
NO MOR f S°" TAHUN 2020 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5415); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Peru bah an Postur dan Rincian Anggaran Pend pa tan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 94); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Betita N gara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 611)· 

Mengingat 



8. Peraturan Mcntcri Desa, Pcrnbangunan Daerah 
Tertinggal Dan Tran smigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 367); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Desease 2019 [Covid- 9) 
dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan 4.._ 
Perekonomian Nasional (Serita Negara Republik I 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor ".>); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepul u 11 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pen ap tan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Konaw K ul uan 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran a r h K bu ten 
Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 1 ). 

13. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan N m r T hu n 
2020 tentang Tata Carn Pernb gian d n Penet p 

11 
Rincian Dana esa S tiap ~n ii Kabup t -n Koriawe 
Kepulauan Tahun Anggnnrn 2020 ( erit o er h 
Kabupat n Konawe Kepulauan Tahun 2020 1~ rn r 2). 
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PasalI 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Konawe Kepulauan. 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan. 
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai ~ 

wilayah kerja kecamatan. r: 
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) ang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk rnembiayai 
penyelenggaraan pernerin tahan, pelaksanaan 
pembangunan, pernbinaan kernasyarakatan dan 
pemberdayaan rnasyarakat. 

1. Ketentuan pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe 
Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapana Rincian Dana Desa Setiap Desa 
di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 
(Serita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 
Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

Pasall 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TATA 
CARA PEMBAGJAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Menetapkan 
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7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Desa. 

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan 
oleh Kementerian Dalam Negeri. 

9. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa, yang 
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya 
disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan 
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara untuk menarnpung 
seluruh penerimaan negara dan rnernbayar seluruh 
pengeluaran negara pada bank sentral. 

11. Rekening Kas Umum daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening ternpat penyimpana 
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, 
atau walikota untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang 
Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakanan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 

14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa ang 
disebabkan oleh alam antara lain berupa gernpa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, 
angin topan, dan tanah longsor. 

15. Bencana nonalam adalah bencana ang diakibatkan 
oleh peristiwa a tau serangkaian peristi« a nonalam 
yang a.nta~a lain berupa gagal tekn logi, gagal 
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

16. Pandemi Corona Virus esease ( OVID-I ) dalah 
skala penyebaran penyakit orona Virus Desease 
(COVID-19) yang t rjadi secara global di seluruh 
dunia. 
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(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa 
setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana setiap 
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 
surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
Bupati. 

(4) Penyaluran Dana Desa dilakukan sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam 3 (tiga) 
tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap I paling cepat bulan .Januari sebesar 40% 
(empat puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% 
(empat puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% 
(dua puluh persen). 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 
bupati, dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa: 
1. peraturan Bupati mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 
setiap Desa; 

2. peraturan desa mengenai APBDes; dan 
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan da 
capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi pen erapan dan c paian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I 
menunjukan realisasi pen rerapan paling 
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lirn persen] 
dan capaian keluaran menunju tk n li ~ 
sedil it sebesar 0% (Iirna puluh persen]: 

2. laporan konv rg nsi p n " ah n tuntin 
tingkat de. a tahun angg ran sebelurnnya: ct n 

3. Peraturan Kepala s men n i penetap n 
keluarga p nerirna manf at L es .. 
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Pasal 1 lA 
(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, 

Dana Desa disalurkan dengan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal J 1 ayat (5), 
dengan tambahan ketentuan: 
a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan 

dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan 
besaran dan persyaratan setiap bulan rnasing- 
masing: 
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas 

persen), dengan persyaratan Pera tu ran Kepala 
Desa mengenai penetapan keluarga penerima 
manfaat BLT Desa; 

2. bulan kedua sebesar 15% (lima b las persen), 
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT 
Desa bu Ian pertama; dan 

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), 
dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT 
Desa bul.m kedua, 

5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yaitu Pasal l lA dan pasal 118, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung 
berda.sarkan rata-rata persentase capaian keluaran 
dari seluruh kegiatan setiap desa. 

(7) Penyusuna.n laporan realisasi penycrapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai 
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 
uaraian keluaran, volume keluaran, satuan 
keluaran, dan capaian keluaran. 

(8) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik 
(hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy). 

( 10) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
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b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III 
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 
ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5); 
clan 

c. Dana Desa tahap l diprioritaskan untuk BLT 
Desa. 

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4): 
a. untuk Dana Desa yang diterima belum 

dibelanjakan, diatur dengan ketentuan: 
1. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III 

dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat 
(4) dan memenuhi persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 
ayat (5); dan 

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT 
Desa; dan 

b. untuk Dana Desa yang diterima sudah 
dibelanjakan, diatur dengan ketentuan: 
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara 

bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga} bulan, 
dengan besaran dan persyaratan setiap 
bulan masing-masing: 
a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas 

persen}, dengan persyaratan Pera tu ran 
Kepala Desa mengenai penetapan 
keluarga penerima manfaat BLT Desa; 

b) bulan kedua 15% (lima belas persen), 
dengan syarat laporan pelaksanaa-i BLT 
Desa bulan pertama; dan 

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen) 
dengan persyaratan laporan pelaksanaan 
BLT Desa bulan kedua; dan 

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT 
Desa. 

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4): 
a. penyaluran Dana Desa tahap II[ dilaksanakan 

sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan 
memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pasal 11 ayat {5); 

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT 
Desa. 
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Pasal 12 
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan 
kualitas hidup manusia, serta pen nggulangan 
kerniskinan dan dituangkan dalam ren na kerj 
Pemerintahan Desa. 
Prioritas penggunanaan Dana "' b · ... s se ~ a m1ana 
dimaksud pada -at (1) t rm suk kegis t n dalarn 
rangka menanggulangi ct mpak k nomi tas 
pandemi orona Virus Deseas 201 ( Q ID-19), 
antara lain b rupa: 
a. kegiatan penanganan pand mi rona Virus 

Descase 2019 (C VID-1 ); dan/atau 
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( 1) 

6. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 B 
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 
(5), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan 
pen) aluran kepada bupati, dengan ketentuan: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I 
rnenunjukkan realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) 
dan capaian keluaran menunjukkan paling 
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat desa tahun anggaran sbelumn_ a. 

(4) Dalam ha! Dana Desa ang t lah disalurkan ke RKD 
secara bertahap sebagaimana dimaksucl dalam 
pasal 11 ayat (4) clan pasal 11 ayat (5) maupun 
penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud 
pada a~ at (1) dan ayat (2) tidak rnencukupi untuk 
memba rar BLT Desa, kekurangan BLT Desa clapat 
menggunakan Dana Desa tahap berikutnya. 



(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 
Kementrian Sosial. 
Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam 
ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat 
per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) 
bulan. 
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang 
diterima Desa yang bersangkutan. 
Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana 
Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat 
persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme 
pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat 
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Pasal 12A 
(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana 

dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT 
Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu 
di Desa sebagai keluarga penerima manfaat. 

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan 
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang 

berdomisili di Desa bersangkutan; 
b. tidak termasuk penerima ban tuan program 

Keluarga Hara pan (PKH), Kartu Sembako, dan 
Kartu Pra Kerja. 

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Dana Desa sebagaimana dimaksud 
( 1) berpedoman pada prioritas 

Dana Desa yang ditetapkan oleh 
Pembangunan Daerah tertinggal dan 

Penggunaan 
pada ayat 
penggunaan 
Men teri Desa, 
Transrnigrasi. 

(3) 
b. jaring pengaman sosial di Desa. 
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Pasal 15 
(1) Bupati melakuakan pemantauan dan evaluasi atas: 

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau 
b. capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Dalam ha] berdasarkan pernantauan dan evaluasi 
atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud 

10. ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 14 
(1) kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan 

Dana Desa. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pendampingan atas penggunaan Dana 
Desa. 

(3) Tata cara pendampingan sebaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh kementrian teknis terkait. 

9. ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan yang tidak tennasuk dalam prioritas 
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) setelah 
mendapat persetujuan dari bupati. 

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana 
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah 
terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan 
Peraturan Desa mengenai APBDes. 

8. ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi 
sebagai berikut: 

BLT Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 



Pasal 16 
( 1) Dalam hal kepala desa melakukan penyalahgunaan 

Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, /> 
Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian 
penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan 
dan/atau tahun anggaran berikutnya. 

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat 
permohonan p enjelasan status hukum kepala desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pimpinan lembaga hukum terkait. 

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari 
pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala desa 
ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan 
menghentikan penyaluran Dana Desa tahun 
anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran 
berikutnya. 

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani 
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas 
nama Menteri I euangan. 

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud 
ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun 

- 13 - 

12. ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal ISA 
Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan 
tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana 
dimaksud Pasal 12A ayat (2), dikenakan sanksi berupa 
penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun 
anggara berjalan 

11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yaitu pasal lSA, yang berbunyi sebagai berikut: 

ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, 
bupati: 
a. meminta penjelasan kepada kepala desa 

rnengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; 
dan/atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah 
un tuk melakukan pemeriksaan 
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Pasal J 7 

(1) Kepala Desa melakuakan rekonsiliasi data 
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak 
dipergunakan atau tidak dianggarakan kernbali di 
tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling 
lambat minggu kedua bulan Oktober 2020. 

(2) Kepala desa menyetor sisa Dana Desa di RKD 
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 
hasil rekonsilia si sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 
2020. 

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada 
di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lam.bat 
bulan Juli 2020. 

(4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa 
atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 
sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala 
desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling 
lambat akhir bulan November 2020. 

(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD ha.sil 
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ke RKUN paling lambat akhir bulan Dsember 20 O. 

(6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dan 
Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana 
Desa tersebut melalui pernotongan Dana Alokasi 
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran 
berikutnya. 

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana 
Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (6), 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 

13. ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, 
penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) rnulai dilaksanakan pada penyaluran 
Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya. 
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TAKDIR, SH 
Nip. 19840906 200903 1 006 

H. CECEP TRISNAJAYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHON 2020 NOMOR .tf 
Salinan sesuai dengan Aslinya=----:::- 

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 
' 

Diundangkan di Langara 
pada tanggal, ~ April 2020 

Pasal II 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. 

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 
Keuangan. 

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 
2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak 
dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, 
sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat 
penyaluran Daria Desa tahap II tahun anggaran 
2020. 

(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan 
realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa tahun anggaran sebelurnnya. 
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